%Q" o Asian Law Students’ Association
ALSN National Chapter Indonesia

AAAAAAAAAAAAAAA
nnnnnnnnn

LOCAL
CHAPTER

LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org



PEMBANGUNAN BERBASIS KEMARITIMAN (SEAWARD ORIENTED DEVELOPMENT) DI
WILAYAH PESISIR GARIS PANTAI SELATAN KEC. CAMPLONG KAB. SAMPANG
MADURA

Qismy Rania Azmy Rafifah
Fakultas Hukum
Universitas Jember
qismyrania07@gmail.com

ABSTRAK

Wilayah-wilayah yang cenderung kurang maju atau lamban berkembang pada umumnya adalah
wilayah-wilayah kelautan, kepulauan, maritim, terpencil, terisolasi, tertinggal, pesisir, perbatasan, dan
pulau-pulau kecil. Hal ini dikarenakan salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian para perencana
pembangunan dan masyarakat luas terhadap pembangunan di wilayah kepulauan, kelautan, dan wilayah
maritim yang pada dasarnya mencakup wilayah yang luas namun kontribusi terhadap pendapatan nasional
relatif kecil yang mengakibatkan alokasi anggaran pembangunan di sektor kelautan dan kepulauan tidak
besar. Faktanya hampir seluruh penduduk berdiam di daratan, maka mayoritas kegiatan pembangunan yang
dilakukan mengikuti dimana penduduk berada yaitu daratan. Lambat laun tanpa disadari persediaan sumber
daya alam (SDA) dan sumber daya pembangunan yang ada di daratan cenderung mulai menipis dan akan
habis suatu saat nanti. Maka, mau tidak mau masyarakat harus beralih arah pandangan menuju pembangunan
berbasis maritim (Seaward Oriented Development) yang mana terdapat kekayaan sumber daya alam (SDA)
juga sumber daya kelautan yang teramat potensial. Salah satu wilayah yang memerlukan penerapan
pembangunan berbasis maritim adalah wilayah pesisir di sepanjang garis pantai selatan Kec. Camplong Kab.
Sampang yang terletak di Pulau Madura. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti revitalisasi dan
operasionalisasi rencana tata ruang yang berorientasi pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang kawasan pesisir secara lebih rinci dan terarah.

Kata Kunci: Pembangunan, Maritim, Pesisir.
negara maritim, wilayah Indonesia terdiri atas

PENDAHULUAN pulau-pulau yang berjumlah kurang lebih 17.504

Berdasarkan sudut pandang geografis Pulau, baik pulau-pulau besar maupun pulau-

wilayah Indonesia membentang dari 6° LU pulau kecil. Sebesar tiga perempat wilayah

hingga 11° LS dan dari 92° BT hingga 142° BT. Indonesia merupakan laut dengan luas kurang

. 2 . . .
Berdasarkan Pasal 25A UUD Negara Republik lebih 5.9 Juta km* dengan garis pantai sepanjang

Indonesia Tahun 1945 Indonesia merupakan 95.161 km.



Dilihat dari sejarah negara Indonesia pada
tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik
Indonesia mengeluarkan pernyataan yang dikenal
sebagai Deklarasi Djuanda yang menyatakan
kepada dunia bahwa segala perairan disekitar,
diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau
yang berada di dalam wilayah daratan Indonesia
adalah Laut Indonesia yang merupakan satu
kesatuan dibawah kedaulatan mutlak wilayah
NKRI. Dengan tujuan menyatukan wilayah
daratan yang terpecah-pecah sehingga deklarasi
ini akan menutup adanya lautan bebas yang ada
diantara pulau-pulau wilayah daratan Indonesia.’

Pengelolaan wilayah pesisir sendiri telah
diatur oleh UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil yang kemudian diubah oleh UU No. 1
Tahun 2014. Di wilayah Jawa timur pengelolaan
wilayah pesisir diatur melalui PERDA No. 1
Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa
Timur Tahun 2018-2038.

Regulasi diatas membuktikan bahwa
sektor maritim serta pengelolaan wilayah pesisir
merupakan bagian dari agenda pembangunan
nasional. Namun, pada  kenyataannya
pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir
yang memiliki banyak potensi belum dilakukan
secara maksimal.?
untuk

Dalam hal ini  diperlukan

memperkuat arah Pembangunan dan pengelolaan

1 P, Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta : 2005, Hlm. 5-6.

Development)

Development)

yang saat ini merupakan pembangunan dan
pengelolaan yang fokus dan berorientasi pada

wilayah daratan (Landward  Oriented

dengan pembangunan dan
pengelolaan berbasis maritim yang berorientasi
pada wilayah laut (Seaward  Oriented

dalam  pelaksanaan

yang
berkesinambungan dan

(Balanced and

berlangsung secara
dilakukan dengan optimal

Optimal Landward And Seaward Development).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pokok-Pokok dan Arah Kebijakan
Pembangunan Berbasis Kemaritiman.

Pembangunan berbasis kemaritiman
(Seaward  Oriented Development) meliputi
pembangunan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau
kecil adalah merupakan salah satu sektor yang
belum dikelola secara komprehensif secara penuh
padahal memiliki potensi yang amat besar dan
prospektif untuk dimanfaatkan dan
dikembangkan.

Berdasarkan Pada Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) tahun 1993 yang dituangkan
dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998
disebutkan bahwa titik berat fokus misi
pembangunan kelautan di Indonesia diarahkan
pada penganekaragaman, pemanfaatan dan

pembudidayaan sumber daya kelautan dan

2 Ridwan Lasabuda, Pembangunan Wilayah Pesisir dan
Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik
Indonesia, Jurnal Platax, Vol. 1 No. 2, 2013, Hlm. 93.



pemeliharaan ekosistem dengan menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK).? Selain itu
pada 26 September 1998 disebutkan dalam
Deklarasi Bunaken yang dicanangkan oleh
Presiden Republik Indonesia bahwa memberikan
dukungan bagi visi pembangunan dan persatuan
nasional Indonesia yang harus juga berorientasi
pada laut yang berarti harus memberikan
perhatian yang kuat kepada pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya kelautan. Baik Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993
yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No.
X/MPR/1998 maupun Deklarasi Bunaken 1998,
keduanya memberikan

dukungan terhadap

pembangunan yang berorientasi pada laut
(Seaward Oriented Development).

Dalam buku biru Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun
1999/2000 yang disusun oleh Kabinet Reformasi
menyebutkan tentang pokok-pokok kebijakan

pembangunan kelautan di Indonesia

yang
diantaranya adalah sebagai berikut* :
(a) Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi
nasional
(b) Meningkatkan pendayagunaan potensi
laut dan dasar laut
(c) Meningkatkan harkat dan taraf hidup
nelayan
industri

(d) Mengembangkan  potensi

kelautan

3 Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Wilayah,
Graha Ilmu, Yogyakarta : 2015, Hlm. 45.

(e) Mengembangkan data dan informasi
kelautan

(f) Mempertahankan daya dukung dan
kelestarian fungsi kelautan.

B. Karakteristik dan Penataan Kawasan
Wilayah Pesisir di Garis Pantai Selatan
Kec. Camplong Kab. Sampang.

Di Kecamatan Camplong Kab. Sampang
mayoritas penduduknya berprofesi sebagai
nelayan dan sebagian lainnya adalah petani,
pedagang, dll. Tingkat kesejahteraan masyarakat
Pesisir di garis pantai selatan Kec. Camplong
Kab. Sampang adalah relatif rendah dengan
kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas
adalah golongan menengah kebawah. Tingkat
pendidikan pada masyarakat nelayan pesisir di
garis pantai selatan Kec. Camplong Kab.
Sampang juga relatif rendah, bahkan banyak yang
tidak lulus bangku Sekolah Dasar.

Pekerjaan nelayan amat bergantung pada
sarana perahu atau kapal motor yang digunakan
dan juga kondisi alam. pada umumnya perahu
atau kapal motor yang digunakan adalah yang
berukuran kecil, bahkan banyak nelayan yang
tidak memiliki perahu atau kapal motor bekerja
pada pemilik kapal yang berukuran sedikit lebih
besar yang mana dalam Bahasa Madura disebut
dengan Sérét. Namun, dikarenakan wilayah
tangkapan yang tidak jauh dari pantai akibat
kurang memadainya sarana berupa perahu

ataupun kapal motor sehingga ikan yang

41bid, Hlm. 46.



ditangkap sedikit dan pendapatan yang
didapatkan dari penjualan ikan sangat rendah,
terlebih yang mencari nafkah dengan ikut kapal
Serét dimana harus membagi pendapatan yang
didapatkan sesuai jumlah nelayan yang ikut dalam
pelayaran saat itu, belum lagi memberikan bagian
pada pemilik kapal.

Selain itu di wilayah pesisir terdapat kawasan
rekreasi dan pariwisata berupa obyek wisata
bahari. Kawasan pesisir di Kec. Camplong
memiliki beberapa objek wisata bahari seperti
Wisata Pantai Camplong, Wisata Bakau, dan
bahkan menjadi potensi bisnis rumah makan
diatas laut.

Luasnya wilayah pesisir mengakibatkan
wilayah yang memiliki karakteristik-karakteristik
tertentu. Penentuan kawasan untuk fungsi-fungsi
tertentu ditujukan untuk menentukan penempatan
kegiatan pada ruang yang tepat, menyesuaikan
kapasitas dan daya dukung lahan, sehingga dapat
mengoptimalkan kinerja tinggi dalam artian
produktif, efektif, dan bermanfaat serta tidak
menimbulkan masalah.

Kinerja tinggi dalam pemanfaatan wilayah
pesisir secara keseluruhan harus diupayakan
dengan melalui dukungan penyusunan Rencana
Umum Tata Ruang Kawasan Wilayah Pesisir
yang bertujuan untuk mencapai peningkatan
produktivitas serta pemanfaatan tenaga kerja yang
kemudian memberikan kontribusi nyata terhadap
pendapatan negara.

Pada wilayah Jawa Timur Rencana Umum

Tata Ruang Kawasan Wilayah Pesisir diatur

dalam PERDA No. 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi
Jawa Timur bertujuan untuk mewujudkan
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil provinsi yang terintegrasi, aman, berdaya
guna serta berkelanjutan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dengan
prinsip partisipatif.

C. Upaya Penerapan Pembangunan Berbasis

Maritim Di Wilayah Pesisir.

Dalam penerapan pembangunan berbasis
maritim di wilayah pesisir garis pantai selatan
Kec. Camplong Kab. Sampang terdapat beberapa
upaya yang dapat dilakukan.

Pertama, pengembangan sektor wisata bahari
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2), Pasal
16, dan Pasal 17 PERDA No. 1 Tahun 2018
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun
2018-2038 yang merupakan salah satu sektor
yang sangat potensional untuk dikembangkan
melalui pemanfaatan objek wisata yang memiliki
daya tarik, salah satu contohnya seperti pantai. Di
kecamatan Camplong satu-satunya wisata bahari
pantai yang ada adalah Pantai wisata Camplong
yang oleh penduduk setempat disebut sebagai
“Pemandian”. Pantai wisata camplong adalah
sektor potensial untuk dikembangkan, daya tarik
wisata yang tinggi dapat dilihat dari keramaian

tempat wisata pada hari-hari libur biasa seperti



weekend ataupun libur Hari Besar. Keramaian ini
juga bermanfaat bagi nelayan sekitar dengan cara
menawarkan jasa menyewa perahu seharga
Rp.10.000-, per penumpang. Selain itu
penambahan objek titik foto yang kekinian juga
menambah daya tarik dan minat pengunjung.
Oleh karena itu penunjangan sarana dan prasarana
dalam pengembangan wisata bahari yaitu Pantai
Camplong amat sangat dibutuhkan.

Kedua, pengembangan sektor perikanan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (4)
dan (5, Pasal 21 dan Pasal 23 PERDA No. 1
Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa
Timur Tahun 2018-2038 yang mana sektor
perikanan memiliki sumber daya yang berpotensi
besar. Pengembangan di bidang sektor pertanian
dapat dimulai dengan pendataan akurat seperti
jumlah nelayan, potensi perikanan, sarana dalam
penangkapan ikan, produksi hasil laut, dll sebagai
bahan wuntuk merumuskan kebijakan dan
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang
perikanan. Di daerah pesisir garis pantai selatan
Kec. Camplong yang mana penduduknya
mayoritas adalah nelayan upaya yang dapat
dilakukan adalah dengan memberikan bantuan
sarana seperti bantuan kapal atau perahu bagi
nelayan-nelayan yang belum memilikinya, serta
pengembangan pengetahuan dan kemampuan
budidaya perikanan kepada masyarakat nelayan
setempat.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat setempat,

dimana pembangunan wilayah pesisir dilakukan

dengan berbasiskan masyarakat, dalam artian
masyarakat berperan aktif dalam penanganan,
pemanfaatan, dan pengawasan terhadap proses
pengelolaan pembangunan wilayah pesisir. Selain
itu pemberian bantuan terhadap para nelayan yang
relative berstatus ekonomi rendah berupa
pemberian modal sarana atau peralatan dalam
sektor perikanan hingga pemberian modal berupa
pinjaman bank. Pemberdayaan masyarakat

penting untuk meningkatkan kemampuan dan

keterampilan sumber daya manusia yaitu
masyarakat setempat.
KESIMPULAN

Pembangunan berbasis kemaritiman

(Seaward  Oriented Development) meliputi
pembangunan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau
kecil adalah merupakan salah satu sektor yang
belum dikelola secara komprehensif secara penuh
padahal memiliki potensi yang amat besar dan
untuk dimanfaatkan dan

Salah

prospektif
dikembangkan. satu  wilayah yang
memerlukan penerapan pembangunan berbasis
maritim adalah wilayah pesisir di sepanjang garis
pantai selatan Kec. Camplong Kab. Sampang
yang terletak di Pulau Madura.

Upaya-upaya  penerapan pembangunan

berbasis maritim dapat dilakukan dengan

revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata
ruang yang berorientasi pada pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir

secara lebth rinci dan terarah  seperti

pengembangan sektor wisata bahari,



pengembangan sektor perikanan, dan
pemberdayaan sumber daya manusia yaitu

masyarakat setempat.

SARAN

Pentingnya pemberian pemahaman agar
masyarakat paham arah pembangunan berbasis
kemaritiman maka diharapkan pemerintah dapat
melakukan pendekatan terhadap masyarakat
setempat mengenai perencanaan pembangunan
wilayah pesisir. Selain itu penyediaan sarana
prasarana dalam pengembangan sektor-sektor
seperti wisata bahari dan perikanan amatlah
penting. Serta diharapkan pemerintah setempat
dapat melakukan pemberdayaan masyarakat guna
meningkatkan kemampuan dan keterampilan

sumber daya manusia.
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Constitution Comparison: The Discrepancy Between Meritocracy

in America and Indonesia

Fatimah Zulfa Salsabilla, ALSA LC UJ

One homework that is undeniable in our constitution is fixing the
bureaucracy personnel or human resources, civil servants, and other public
officials who sit in various government lines, both in the executive, legislative,
and judiciary. It is common knowledge if, in recent years, or maybe even a legacy
of the past, the appointment of Civil Servants is based on things contrary to the
principles of good governance. Apart from being influenced by closeness, kinship,
and courage, the fate of a civil servant is also influenced by the factor of like and
dislike, while regarding abilities, capabilities, competence is the umpteenth thing.
Applying the principle of meritocracy becomes a thing that Indonesia can do as
homework, which has long existed, which expects to be applied in the
appointment of public officials and fostering employment careers. Ability,
capability, competence, professionalism, proficiency, integrity, and acceptability
should be the primary considerations and parameters in the appointment,

approval, selection, or any form of recruitment of public officials and personnel.

Meritocracy is a system wherein society develops base on an individual's
competencies and merits instead of wealth, family, or social background.' The
concept of meritocracy has obtained areat interest since it was coined in 1958 by
British sociologist Michael Young. Meritocracy being most identify as a

high-quality device in Western societies. The ideology is closely related to

! Journal
T. J. Bellows, 'Meritocracy and the Singapore Political System', 2009, Asian Journal of Political
Science, Vol. 17, No. 1, p. 24-44.



concepts of capitalism and equal values, which can be essential to the idea of the

"Dream of American." 2

Nevertheless, several scholars have reported a shred of evidence about the
original notion of meritocracy from a diverse perspective. Developed initially in
Asia, suggesting a predecessor to the meritocratic system of various Western
societies.” Hobson, in his book, was shown that the idea of merit initially began
out in China and spread through Confucian texts to the West.* In contemporary
society, low-status group members support meritocracy in changing their order
hierarchy by developing their social status and financial class. Meritocracy
showed that this system could be fixing the ideology that everyone has a chance
of replacing if they encourage the demanded skills.” In this sense, meritocracy was
a tool for greater mobility of meritocracy to manage social order and calm social
tension. Meritocracy in the governing system has penetrated several Asian
countries heavily impacted by Confucianism, such as China, Singapore, and

Korea.

Many things had developed since 1958 when Young initially coined the

term "meritocracy."® People worldwide have shared the painful reality of

2 Journal

R. Sealy, 'Changing Perceptions of Meritocracy in Senior Women's Careers', 2010, Gender in
Management: An International Journal, Vol. 25, No. 3, p. 184-197.

* Journal

D. A. Bell, 'Meritocracy is a Good Thing', 2012, New Perspectives Quarterly, Vol. 29, No. 1, p.
8-18.

* Book

J. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization, (Cambridge, U.K.: Cambridge University
Press 2004).

5 Journal

V. Wiederkehr, 'Belief in School Meritocracy as a System-Justifying Tool for Low-Status
Students', 2015, Frontiers in Psychology, Vol. 6, p. 1053.

¢ Journal



ideological fights, modernization, inequality, and economic crises. People's
expectations regarding meritocracy have wavered in society in these years in
connection with new extraordinary events.” Accordingly, countless modern
literature on meritocracy gives appropriate consideration to redefining the idea.
Those ideas claimed that the original meritocracy principles had already

developed, persisting that Young formerly described no longer exists as a system.

Meritocracy's study showed that primarily, the term "meritocracy" was
uses in The Rise of the Meritocracy, a book written by Michael Young, British
sociologist, in 1958. Young emphasized that "merit" is a combination of
intelligence and effort. At the same time, the "meritocracy" is a society in which
the late elite, especially those of related social and financial classes, would be
socialized. Young criticizes society as a dystopia where merit determines solely by
a combination of intelligence and effort, which may lead to inequality in society
because one's achievements are measured. Indeed, It believes that the term
"meritocracy," as Young uses it, has a somewhat negative connotation to

perpetuate forms of government.

Nowadays, the term "meritocracy" use more desirably and constructively
to express an egalitarian society.® Ironically, a powerful notion developed that
success is a solid indicator of personal effort and accomplishment. From that point
on, particular societies and those at the bottom social ladder advocated the notion

of meritocracy as an ideology and as a system wherein rewards are divides

M. Young, 'Looking Back on Meritocracy', 2010, The Political Quarterly, Vol. 77, No. 1, p. 73-77.
7 Journal

R.J. Corbett, 'The Fading Promise of a More Meritocratic Society, 2013, Perspectives on Political
Science, Vol. 42, No. 4, p. 212-216.

¢ Journal

D. Lipsey, 'The Meretriciousness of Meritocracy', 2014, The Political Quarterly, Vol. 85, No. 1, p.
37-42.



impartially according to individual talents.’ In this sense, despite social position,
financial class, race, and gender, many researchers have claimed equal

opportunity should provide to each people in a meritocratic society.'

Researchers started connecting meritocracy to the ideas of political
ideology, capitalism, and the "American Dream" Researchers started connecting
meritocracy with ideas from capitalism, political ideology, and the "Dream of
American." It grew more optimistic than before the transition from Western
societies in responding to the contemporary social environment."" In particular,
Panayatokis argues that the illusion of meritocracy is reinforced primarily by the
United States and other countries for their education systems. Furthermore, some
politicians have recently adopted the idea of equality of opportunity as their

central creed in the political arena.'?

The advantages of meritocracy in these studies are that it is equal to the
non-meritocracy elements, a channel for social mobility, supports people to
achieve the final purpose of society at all costs, and reduces organizational and

corporate corruption through transparent governance. They sow and get according

° Journal

T. Chong, 'Vocational Education in Singapore: Meritocracy and Hidden Narratives', 2014
Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Vol. 35, No. 5, p. 637-648.

' Journal

G. Johnson, 'In the Name of Meritocracy: Managers Perceptions of Policies and Practices for
Training Older Workers', 2014, Ageing and Society, Vol. 34, No. 6, p. 992-1018.

! Journal

B.J. Newman, 'False Consciousness or Class Awareness? Local Income Inequality, Personal
Economic Position, and Belief in American Meritocracy', 2015, American Journal of Political
Science, Vol. 59, No. 2, p. 326 - 340.

'2 Journal

C. Panayotakis, 'Capitalism, Meritocracy, and Social Stratification: A Radical Reformulation of the
Davis-Moore Thesis', 2014, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 73, No. 1, p.

126-150.



to their strengths and skills. However, some studies show that meritocracy is
inseparable from attention to family, parenting, education, and specific social and
cultural backgrounds. For others, meritocracy is a delusion that rises to greater
inequality in society. Even though America is called "the land of opportunities,"
and despite millions of people worldwide desiring to come to the United States of
America to live the American dream, the country is currently incomparably
behind from being named a true meritocracy rewards citizens for their

achievements.

The current political environment directed by President Trump gives to the
struggles that citizens face when finding a job and retaining their position because
of the discrimination in their workplace, harassment, unequal salary, and lost
business opportunities. It is also necessary to mention that meritocracy is just a
dream for America because it goes toward the culture of entitlement that the
younger generations look to enjoy. The generational gap has provided to the youth
being extremely confident about their value in society while accusing the older
generations of being responsible for a decline in the quality of life in the country.
The United States is not a meritocracy because too many deserving people
struggle to value while those who do not deserve it get praised and given new
opportunities. The bureaucratic system in Indonesia influences by the concept of
weber, which applies to Pancasila democracy. The bureaucratic system in
Indonesia influences by the concept of weber, which applies to Pancasila
democracy. According to Weber's concept, the success of bureaucracy requires
capable and professional employees. The "merit system" strategy sees as another

force against the power of political officials.

The Hierarchical systems, subjects who often abuse the constitutional
system and the principle of power, are commonplace in the Weberian
Bureaucracy. In the Weberian Bureaucracy, an Unhealthy competition in its

application destroys each other and is not a mutually reinforcing collaboration.



This unhealthy competition is due to politicians who do not have high integrity
and commitment, and this practice is complicated to stop. If the hierarchical state
administration system is improved, it becomes an uncomplicated and efficient
system. Relations between state institutions will take place in harmony because
they can put themselves in their respective portions. The only hero that can stop
this is a political bureaucracy that responds to all processes with a flexible merit

approach.

Unfortunately, meritocracy in Indonesia is still not running optimally. It
can say that in Indonesia, meritocracy is still being applied half-half and not
entirely. Like Asian countries generally apply meritocracy, Indonesia also applies
the same thing an open public test system. This test still considers not optimal
because there is still cheating in implementing the tests that held. This cheating
system also occurs in filling positions and promotions where nepotism is still
often encountered. Besides nepotism, personal judgments about likes and dislikes

that also do not reflect meritocracy are the cause.

In contrast to Weber's bureaucracy that regulates non-personal
relationships, the recruitment process in Indonesia is based on personal practice
and relies on close relationships. The analysis shows that the most significant
aspect of meritocracy is equality of opportunity. This research emphasizes that
equal opportunity is the primary value of creating a harmonious and
performance-oriented society through several studies. The main elements of
achieving a society are transparency and fairness, especially to accompany more
talented people and merit than others by the obligations of nobility base on their

social status and economic rank.

These society leaders must realize that development can only carry out if
the service and system do not take sides with someone's background related to
family and position but focuses on the achievements and impacts of

implementation. In addition, there is a need for transparency in the system within



the government so that it can be fair in realizing equality. Newman, in his
statement, stated that inequality is proportional to the elimination of public
confidence in a meritocracy. In addition, when a country wants to maximize the
meritocratic system, there needs to be an agreement about what merit is, what is
the purpose of merit, and what are the benchmarks for merit.” A possible
assumption is that merit within a country may differ depending on the needs and
adjustments of the particular institution and situation.'* So is a meritocracy.
Therefore, this only revolves around definitions, policies, and benchmarks in

meritocracy that apply to different contexts and cultures.

As Reynolds said, people's perceptions about meritocracy are not static.'
In this study, Young has provided his definition of meritocracy as well as with
other contemporary figures. What can be concluded is that it is precisely the
non-meritocracy elements that play an essential role in access to opportunities.
These propositions of non-meritocracy are in contrast with the meritocracy
introduced by Young, who believes that meritocracy is the principle of fair
competition. Contemporary meritocracies show that non-meritocratic such as
family background and social network may lead to large-scale inequality in
society, such as limited access to capital and social resources. Therefore, a
significant increase in non-meritocratic elements does not preclude equality of

opportunity but can represent a different starting point. Fly directly to the

'3 Journal

M. S’liwa, 'The Discourse of Meritocracy Contested/Reproduced: Foreign Women Academics in
UK Business Schools', 2015, Organization, Vol. 21, No. 6, p. 821 - 843.

'4 Journal

J. J. Park, 'Interest Convergence or Divergence: A Critical Race Analysis of Asian Americans,
Meritocracy, and Critical Mass in the Affirmative Action Debate', 2014, The Journal of Higher
Education, Vol. 85, No. 1, p. 36-64.
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J. Reynolds, 'Perceptions of Meritocracy in the Land of Opportunity, Research in Social
Stratification and Mobility', 2014, Vol. 36, p. 121-137.



foundations of a meritocratic society. If we continue to support meritocracy, we
must also study how to approach the various starting points created by

non-meritocratic elements.

Second, meritocracy as a social system is still developing. In each country,
there is an adjustment according to the conditions and culture of each. Including
in Indonesia itself, this concept is still trying to be studied and applied little by
little to the existing system. Even in Indonesia itself, meritocracy applies by
adjusting meritocracy with Pancasila. Singapore's founding father, Lee Kuan Yew,
emphasized the need for a social culture of meritocracy to establish effective
public services and promote economic growth through social development. Lee
Kuan Yew can translate meritocracy well shown through the adjustment of the

principles of government with Confucianism.
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Abstrak

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, serta meningkatnya teknologi
dan informasi membuat sistem peradilan Indonesia harus dapat beradaptasi dan
melakukan suatu pembaharuan sistem agar proses peradilan tetap dapat dilakukan
dengan efisien sesuai dengan asas peradilan, asas sederhana, cepat, dan biaya
ringan. Mahkamah Agung melalui Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Adminstrasi
Perkara di Pengadilan secara Elektronik memberikan suatu trobosan sistem dan
proses beracara yang mudah dengan menggunakan sistem elektronik atau E-Court.
E-Court merupakan instrument yang dapat mempermudah proses pelayanan
administrasi pada perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien, dimana
sistem ini berlaku untuk beberapa jenis perkara, termasuk didalamnya perkara tata
usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Eksistensi sistem E-Court pada
penyelesaian perkara sengketa tata usaha negara ini dimaksudkan untuk memberikan
masyarakat sistem penyelenggaran administrasi perkara di pengadilan tata usaha
negara yang tertib administrasi, professional, transparan, akuntabel, eifisien dan
modern. Adapun tulisan ini dibuat menggunakan metode penelitian yuridis-normatif
menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk
memberikan pemaparan terkait eksistensi sistem E-Court pada Pengadilan Tata
Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara sengketa tata usaha negara dengan

efektif dan efisien.
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Kata Kunci: (1) E-Court, (2) Pengadilan Tata Usaha Negara (3) Asas cepat,

sederhana, biaya ringan.
Abstract

Along with the times, as well as increasing technology and information, the
Indonesian judicial system must be able to adapt and carry out a system renewal so
that the judicial process can still be carried out efficiently in accordance with the
principles of justice, simple, fast, and low cost. The Supreme Court through Perma No.
3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Courts Electronically provides a
breakthrough in the system and easy proceedings using an electronic system or E-
Court. E-Court is an instrument that can facilitate the process of administrative
services in court cases more effectively and efficiently, where this system applies to
several types of cases, including state administrative cases at the State Administrative
Court. The existence of the E-Court system in the settlement of cases of state
administrative disputes is intended to provide the public with a system of administering
case administration in state administrative courts that is administratively orderly,
professional, transparent, accountable, efficient and modern. This paper was written
using a juridical-normative research method using a conceptual approach and a
statutory approach to provide an explanation regarding the existence of the E-Court
system at the State Administrative Court in resolving cases of state administrative

disputes effectively and efficiently.

Keywords: (1) E-Court, (2) State Administrative Court (3) The principle of juctice quick,

simple and low cost.



. PENDAHULUAN

Indonesia  sebagai  negara
hukum memiliki kewajiban  untuk
menempatkan perlindungan hukum,
menjamin kepastian hukum, ketertiban
dan juga perlindungan  hukum
berdasarkan keadilan dan kebenaran
serta menempatkannya pada point
utama dan paling penting dalam
menyelanggarakan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Hal tersebut
dapat dicapai dengan memaksimalkan
kinerja dari pengadilan yang ada di
Indonesia, dan mengefisienkan segala
prosedur terkait dengan sistem
beracara agar tercipta peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut W. Riawan Tjandra,
keberadaan Pengadilan di era
globalisasi ini merupakan suatu hal
yang penting karena untuk menjamin
kepastian hukum dan menjaga
ketertiban umum, adalah juga untuk
melindungi hak-hak warga negara.
Peradilan Tata Usaha Negara adalah
peradilan khusus di bawah Mahkamah
Agung yang memiliki kewenangan
mutlak untuk memeriksa dan

menyelesaikan sengketa administrasi.

Penyelenggaraan peradilan di
Indonesia, termasuk peradilan tata

usaha negara ini didasarkan pada asas

peradilan cepat, sederhana dan biaya
ringan. Dimana asas tersebut arti
bahwa pemeriksaan dan penyelesaian
suatu perkara harus dilakukan dengan
cara yang efisien dan efektif.
Berdasarkan asas tersebut juga
ditegaskan bahwa proses peradilan
dapat sesegera mungkin  untuk
memberikan keadilan dan kepastian

hukum kepada masyarakat.

Seiring dengan Dberjalannya
waktu dan perkembangan zaman serta
berkembanya teknologi yang
mengakibatkan dunia serasa tidak
memiliki sekat (bonderless), yang
tentunya membawa perubahan positif
berkaitan dengan mekanisme
pemeriksaan pada sidang pengadilan,
salah satunya adalah dengan adanya
suatu proses pemeriksaan melalui
media teleconference atau
pemeriksaan jarak jauh dalam tahap

pembuktian.

Hal tersebut memberikan suatu
trobosan terbaru dalam membantu
terselenggaranya proses beracara
menjadi lebih cepat, efisien dan efektif,
sehingga tidak lagi menunggu
kehadiran orang yang bersangkutan
atau diperiksa dalam sidang
pengadilan bilamana orang tersebut
sedang berada di luar kota atau luar

negeri.



Berkenaan dengan beberapa
hal diatas dan juga pemanfaatan
teknologi dalam hal sistem administrasi
pengadilan, Mahkamah Agung telah
mengeluarkan eraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan
secara Elektronik, atau yang dikenal
dengan sistem E-Court. Mahkamah
Agung melalui peraturan ini berupaya
untuk  mengatasi hambatan -
hambatan  dari  terselenggaranya
proses peradilan di Indonesia, dimana
secara administratif para pihak yang
berada di luar wilayah hukum
pengadilan negeri yang bersangkutan
dapat mengajukan pendaftaran perkara
secara online menggunakan sistem E-
Court tersebut. Disamping
mempermudah proses administrasi
pengadilan, keberadaan e-court ini
tentu sejalan dengan adanya revolusi
industri yang menuntut kinerja yang

berbasis atas teknologi.

Pengadilan tata usaha negara
yang merupakan salah satu jenis
pengadilan dibawah Mahkamah Agung
yang telah diatur ketentuannya dalam
Undang-Undang 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara juga telah melaksanakan

Nomor

sistem ini untuk mencapai sistem

beracara yang lebih efektif dan juga

lebih efiisien dalam menyelesaikan
sengketa perkaya yang ada.
Penyelenggaran peradilan tata usaha
negara di Indonesia merupakan suatu
konstitusi yang memberikan
perlindungan hukum terhadap rakyat
secara maksimal. Peradilan tata usaha
negara sendiri Namun, eksistensi dari
peradilan tata usaha negara berbasis
sistem e-court ini masih belum dapat
secara maksimal dilaksanakan dan

diterapkan oleh masyarakat.
Il. METODE PENELITIAN

Metode

digunakan dalam tulisan ini adalah

Penelitian yang

menggunakan  metode  penelitian
yuridis normatif. Penelitian hukum
yuridis normatif ini, suatu penelitian
hukum yang membahas terkait asas-
asas atau doktrin-doktrin yang ada
dalam ilmu hukum. Penelitian hukum
(yuridis) normatif merupakan suatu
penelitian hukum yang meletakkan
hukum sebagai sebuah bangunan
sistem norma  yang berkaitan
mencakup asas-asas, norma, kaidah
dari peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, perjanjian serta
doktrin (ajaran). Soerjono Soekanto
menyatakan bahwa penelitian hukum
normatif terdiri dari: Inventarisasi;

Penemuan asas hukum; Penemuan



hukum in concreto; Perbandingan

hukum; Sejarah hukum.

Dalam  tulisan ini  akan
menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan (stature
approach) dalam mengkaji eksistensi
E-Court pada Pengadilan Tata Usaha
Negara sebagai bentuk sistem untuk
mewujudkan peradilan yang efisien dan
efektif dalam sistem peradilan di

Indonesia.

Dalam penelitian ini juga
menggunakan beberapa bahan data
sekunder, yang terdiri dari bahan

hukum primer dan sekunder:

1. Bahan Hukum Primer sendiri
diartikan sebagai suatu bahan
hukum yang bersifat autoritatif
yang artinya mempunyai otoritas
yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-
undangan dan putusan hakim.

2. Sedangkan, bahan Hukum

Sekunder; adalah berupa semua

publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi , dimana dalam
penelitian ini akan
menggunakan bahan hukum

sekunder yang didapatkan dari

karya-karya ahli hukum yang

dituangkan dalam bentuk buku,

jurnal, artikel, maupun makalah

di bidang hukum.

Penggunaan data sekunder ini

diharapkan mampu mengkaji lebih

dalam terhadap eksistensi e-court

dalam pengadilan tata usaha

negara di Indonesia.

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.

Pengadilan Tata Usaha
Negara

Mahkamah Agung
memiliki kewenangan yang
mutlak dalam kekuasaan
kehakiman, dimana

kewenangan tersebut dibagi

menjadi 4 (empat)
pengawasan terhadap
badan peradilan di
bawahnya yaitu
pengawasan terhadap

Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer,
dan Peradilan Tata Usaha
Negara. Lalu selain
melakukan pengawasan,
Pasal 32 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009

Perubahan Kedua Atas

tentang

Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung
menjelaskan bahwa
Mahkamah Agung juga
berwenang untuk meminta
segala keterangan terhadap
4 (empat) badan peradilan di
bawahnya yang berkaitan
dengan peradilan, serta
dapat melakukan petunjuk,
teguran, atau peringatan
kepada 4 (empat) badan
peradilan di  bawahnya
tersebut termasuk Peradilan
Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha
Negara diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang
Peradilan = Tata  Usaha
Negara sebagaimana
diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan Undang-Undang
Nomor 51 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang
Nomor 1986 tentang
Peradilan = Tata  Usaha
Negara (selanjutnya disebut
UU PTUN).

Objek dari Peradilan
Tata Usaha Negara yang

diatur di dalam Pasal 1

angka 9 UU PTUN adalah
Keputusan Tata Usaha
Negara (selanjutnya disebut
KTUN). Yang dimaksud dari
KTUN adalah keputusan
dalam bentuk tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau
pejabat tata usaha negara
dimana dalam keputusan
tertulis  tersebut  berisi
tindakan hukum pada
bidang tata usaha negara
dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku di suatu negara
tersebut. Sifat dari
keputusan tersebut adalah
konkret, individual, dan final.

Hukum pada Peradilan
Tata Usaha Negara tidak
terlepas dari suatu asas
hukum yang dinamakan
asas contrarius actus, yang
arti dari asas tersebut
adalah badan atau pejabat
yang mengeluarkan KTUN,
haruslah mencabut KTUN
tersebut. Sehingga apabila
ada pihak yang merasa
dirugikan atas KTUN dari
badan atau pejabat tata
usaha negara tertentu, maka
pihak tersebut hanya dapat

mengajukan gugatan



kepada Peradilan Tata
Usaha Negara, dimana
gugatan tersebut ditujukan
kepada badan atau pejabat
tata usaha negara yang
mengeluarkan KTUN.

Kedudukan PTUN di
Indonesia  tidak terlalu
banyak yaitu hanya ada satu
pada tiap provinsinya
dengan total hanya ada 30
pengadilan  tata usaha
negara yang tersebar di
wilayah Indonesia. Hal ini
membuat para pencari
keadilan harus menempuh
jarak yang cukup jauh untuk
mendapatkan keadilan di
tingkat pengadilan tata
usaha negara.
Sistem E-Court pada
Pengadilan Tata Usaha
Negara

Dalam upaya untuk
mewujudkan sistem
peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan serta
efektif dan efisien, Pada
tahun 2019 Mahkamah
Agung menerbitkan Perma
Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan

Secara Elektronik di

Pengadilan. Perma ini
diterbitkan dan diberlakukan
mulai tanggal 9 Agustus
2019, dan berlaku untuk
semua peradilan dilingkup
Mahkamah Agung, mulai
Pengadilan Negeri,
Pengadilan Agama,
Pengadilan  Militer serta
Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Pasca Perma tersebut
diberlakukan, Pengadilan
Tata Usaha Negara di
seluruh  Indonesia telah
berupaya untuk menerapkan
sistem persidangan secara
elektronik (e-court).

E-Court adalah proses
administrasi perkara dan
persidangan dengan
menggunakan sistem
elektronik dimana pada fase
awal Mahkamah Agung
menyediakan beberapa fitur
dalam membantu
administradi perkara, yang
dimulai dari proses
pendaftaran akun pengguna
terdaftar untuk pendaftaran
gugatan (e-filing)
penerimaan gugatan atau
permohonan/ keberatan/

bantahan/ perlawanan/



intervensi, pembayaran
panjar biaya online (e-
payment), dan pemanggilan
elektronik (e-summons)
termasuk didalamnya
penyampaian
panggilan/pemberitahuan,

jawaban, replik, duplik,

kesimpulan, penerimaan
upaya hukum dan
penyampaian dokumen

perkara secara elektronik. E-
Court sendiri dapat diakses
oleh pengguna terdaftar,
yaitu berdasarkan Pasal 1
angka 4 juncto Pasal 1
angka 5 Perma Nomor 1
Tahun 2019 dan Huruf B
Keputusan Mahkamah
Agung Nomor
129/KMA/SK/VI111/2019

tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik
(selanjutnya disebut KMA
Nomor 129/2019) dapat
diakses oleh perorangan,

advokat, Jaksa Pengacara

Negara, Biro Hukum
Pemerintah/TNI/POLRI,
Kejaksaan Republik

Indonesia, Direksi/Pengurus

atau karyawan yang ditunjuk

badan hukum (in-house
lawyer), dan kuasa insidentil
yang ditentukan undang-
undang yang telah
melakukan pendaftaran
akun sebelumnya.
Dalam tahapan pendaftaran
perkara, berdasarkan Bab Il
Perma Nomor 1 Tahun 2019
dan Huruf C KMA Nomor
129/2019 memliki beberapa
tahapan yaitu:
Memilih pengadilan yang
berwenang;
Mendapatkan nomor
pendaftaran online;
Mengunggah (upload) surat
kuasa;
Mengisi data pihak;
Mengunggah (uplad) berkas
gugatan ke aplikasi e-court;
Memperoleh taksiran biaya
panjar perkara elektronik (e-
SKUM);
Membayar biaya panjar
perkara;
Mendapatan nomor perkara.
Dimana setelah
tahapan tersebut dilewati
maka selanjutnya akan
dilakukan pengecekkan oleh
ketua pengadilan terkait
syarat formil suatu gugatan

dan dilanjutkan dengan



proses penerimaan
penetapan ataupun
dismissal.

Pengaturan mengenai
peradilan elektronik tidak
membahas mengenai
dismissal proses yang
dilakukan secara elektronik
atau pada e-court, akan
tetapi pada Huruf E.10.i.
KMA  Nomor  129/2019
mengatur mengenai upaya
perlawanan terhadap
dismissal proses. Upaya
perlawanan pada dismissal
proses secara elektronik
diajukan  melalui sistem
informasi pengadilan dalam
tenggang waktu yang sesuai
dengan Pasal 62 Ayat (3)
UU PTUN yaitu 14 (empat
belas) hari sejak
diucapkannya  penetapan
dismissal, dimana hal ini
tidak bertentangan dengan
bagaimana pelaksanaannya
secara konvensional.

Proses selanjutnya
adalah pemeriksaan
persiapan, dimana
persiapan ini  dilakukan
untuk memeriksa kembali
gugatan setelah melalui

dismissal proses. Dalam

tahap ini pemeriksaan pada
peradilan tata usaha negara
secara e-court  sedikit
berbeda dengan
pemeriksaan pada jenis
peradilan lainnya, vyaitu
dimana dalam melakukan
gugatan peradilan tidak
memerlukan persetujuan
dari tergugat untuk
melaksanakan peradilan
secara elektronik (e-court).
Namun, dalam peradilan
tata usaha negara, terdapat
hal yang berbeda dimana
hal ini berkaitan dengan
penyeimbangan kekuasaan
dan wewenang yang
berbeda antara Penggugat
selaku masyarakat dengan
Tergugat selaku Pejabat
Tata Usaha Negara dan juga
merupakan suatu bentuk
penyeimbang antara
kepentingan umum yang
dijalankan oleh Pejabat Tata
Usaha Negara dengan
kepentingan perseorangan
yang berlandaskan kepada
Pancasila dan UUD NRI
1945.

Dalam proses
pemanggilan para pihak,

berdasarkan Pasal 15



Perma Nomor 1 Tahun 2019
telah  dijelaskan  bahwa
pemanggilan penggugat
akan dilakukan setelah
memiliki domisili elektronik
sesuai alamat emailnya,
serta tetap memperhatikan
syarat syarat pemanggilan
sesuai yang ada pada Pasal
65 UU PTUN. Dan juga,
dalam pengajuan perkara
secara elektronik ini tidak
semua panggilan dilakukan
secara elektronik dimana
pada pemanggilan pertama
untuk Tergugat atau pihak
ketika dilakukan secara
manual yang mana apabila
setelah mengetahui domisili
elektronik Tergugat atau
pihak ketiga (intervensi),
maka untuk  panggilan
selanjutnya dilakukan
secara elektronik.

Pasal 17 Perma Nomor
1 Tahun 2019 menjelaskan
bahwa apabila  domisili
elektronik berada di dalam
daerah hukum pengadilan,
maka pengadilan melalui
Jurusita/Jurusita Pengganti
secara langsung dapat
mengirim panggilan

elektronik kepada pihak

tersebut melalui aplikasi e-
court. Apabila pihak yang
memiliki domisili elektronik
berada di luar daerah hukum
pengadilan, maka
pengadilan menyampaikan
panggilan kepada pihak
tersebut secara elektronik
dan harus ditembuskan
kepada pengadilan di
daerah hukum tempat pihak
yang berperkara sesuai
domisili elektroniknya.
Setelah selesai dalam
tahap pemeriksaan, tahap
selanjutnya adalah
pemeriksaan perkara
dimana dalam hal ini
pemeriksaan perkara dalam
lingkun PTUN dibagi
menjadi dua, yaitu Peradilan
Elektronik Sebagian dan
Peradilan Elektronik
Sepenuhnya. Setelahnya,
didasarkan dengan
pengaturan pada Pasal 21
Ayat (1) Perma Nomor 1
Tahun 2019 juncto Huruf
E.4.a. KMA Nomor 129/2019
Ketua Maijelis Hakim/Hakim
Tunggal akan membuat
jadwal persidangan (court
calender) berupa penetapan

hari sidang. Penetapan



tersebut menetapkan hari,
tanggal dan jam dari
penyampaian dokumen
jawab menjawab (mulai dari
pembacaan gugatan,
jawaban, replik, dan duplik),
kesimpulan, dan
pembacaan putusan.

Dalam peradilan
elektronik, dokumen replik
dan juga duplik adalah
diserahkan kepada pihak
pengadilan, berdasarkan
Pasal 75 UU PTUN
menjelaskan bahwa dalam
peradilan konvensional tidak
memberikan perintah
kepada Ketua Majelis Hakim
untuk membacakan replik
dan duplik. Para pihak
hanya diperintahkan untuk
menyerahkan dokumen
replik dan duplik. Ketentuan
tersebut berlaku juga pada
peradilan elektronik yang
telah diatur di dalam Pasal
22 Perma Nomor 1 Tahun
2019 juncto Huruf E.4. KMA
Nomor 129/2019.

Pembuktian saksi
dan/atau ahli di dalam
persidangan e-count telah
diatur di dalam ketentuan

Pasal 24 Perma Nomor 1

Tahun 2019 juncto Huruf
E.5.c-e. KMA Nomor
129/2019. Pembuktian saksi
dan/atau ahli secara e-court
dapat dilakukan secara jarak
jauh melalui media
komunikasi audio visual,
sehingga para pihak dapat
saling melihat dan
mendengar keterangan dari
saksi dan pengetahuan dari

ahli secara langsung.

Pembuktian saksi
dan/atau ahli dalam
persidangan elektronik
dilaksanakan dalam
infrastruktur pada

pengadilan dimana saksi
dalam memberikan
keterangan dan ahli dalam
memberikan pengetahuan
harus berada di bawah
sumpah di hadapan Majelis
Hakim dan Panitera
Pengganti yang ditunjuk
oleh pengadilan dimana hal
ini dilakukan sama dengan

peradilan konvensional.

Setelah tahap
pembuktian, adalah
dilakukannya tahap

penyampain kesimpulan
dimana dalam hal ini dalam

persidangan secara e-court



memiliki ketentuan yang
sama dengan peradilan
konvensional.

Pada pembacaan
putusan yang merupakan
tahap akhir, Majelis Hakim
menyampaikan putusan
yang berupa  gugatan
ditolak, gugatan dikabulkan,
gugatan tidak diterima, dan
gugatan gugur dengan
ketentuan yang tidak
berbeda dengan peradilan
konvensional.

Berdasarkan
penjelasan diatas, dapat
diliat bahwa sistem
peradilan e-court pada
Pengadilan Tata Usaha
Negara dinilai lebih efektif
dan efisien dibandingkan
dengan pelaksanaan sistem
peradilan secara
konvensional. Pada e-court
administrasi perkara dapat
lebih cepat karena berbasis
data dan lebih mudah serta
transparan dalam

pelaksanaannya.

. Eksistensi Sistem E-Court

pada Pengadilan Tata
Usaha Negara dan

Penerapannya

Jika dilihat eksistensi
e-court sebagai sistem
manajemen administrasi
perkara dengan beberapa
aplikasi yang disediakannya
tentu hal tersebut amat
membantu mekanisme
beracara di pengadilan tata
usaha negara dimana
sistem ini membantu untuk
menyederhanakan dan
mempercepat jalannya
tahapan-tahapan
pendaftaran dan
pemeriksaan di pengadilan.

Selain  itu, e-court
dapat menekan biaya yang
harus dikeluarkan oleh para
pihak terkait, dimana seperti
yang kita ketahui bahwa
Pengadilan Tata Usaha
Negara hanya berada dalam
lingkup Provinsi dimana
dengan diterapkannya
sistem e-court maka biaya
terkait transportasi oleh para
pihak akan sedikit ringan.

Sistem e-court juga
dapat meminimalisir praktik
suap-menyuap, yang salah
satunya dapat disebabkan
oleh interaksi antara
pengguna dan petugas

layanan yang intens.



Dengan demikian, maka

penerapan e-court akan

memberikan pelbagai
kemudahan bagi para
pencari keadilan. Manfaat
dan kemudahan sistem e-
court akan semakin terasa
pada masa pandemi Covid-
19 seperti saat sekarang ini.
Penyelesaian perkara tetap
bahkan

dapat

dapat dilakukan,
keberadaannya
mengurangi dan memutus
mata rantai penyebaran
virus Covid-19.
Meskipun masih
terdapat beberapa kendala
dalam penerapannya,

seperti pada kendala

jaringan otentifikasi

dokumen, sumber daya
manusia dan penerapannya
yang masih terbatas pada
tahap pendaftaran dan
jawab-menjawab, tetapi
secara riil, e-court harus
diakui

berbagai kemudahan.

telah memberikan

Berdasarkan data
pada Mahkamah Agung,

Pengadilan Tata Usaha

Negara telah menangani
1.889 perkara yang
menggunakan sistem e-

court, dengan Pengadilan
Tata Usaha

pemegang angka perkara

Negara

terbesar. Hal ini
membuktikan bahwa
eksistensi sistem e-court di
sudah

Indonesia dapat

dilaksanakan = manfaatnya
dan sudah sejalan dengan
asas asa pengadilan yang

ada di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

1.

Peradilan Tata Usaha Negara

secara elektronik (e-court)
merupakan trobosan terkiti
yang menggabungkan

teknologi informasi dan ilmu
hukum. Dimana dalam hal
cukup efektif dan efisien untuk
memberikan peradilan yang

cepat dan efektif dibandingkan

dengan  sistem  peradilan
konvensional.
Eksistensi sistem e-court

dalam pengadilan tata usaha
negara di Indonesia masih

dirasa kurang dan perlu
adanya peningkatan, namun
sejauh ini terdaoat 1.889
yang didaftarkan

melalui e-court dimana sistem

perkara

ini sudah diterima dan

diadaptasi oleh masyarakat.
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